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TENTANG

PETYIEEHTUKAN SEKOLAH i{EIIEIIGA}I PERTAT"IA
(slrP) NEGERT 2 KATAPAIIG KABUPATEil BAltlDUilG

\, Menimbang

is= Mengingat :1.

BUPATI BAilDUNG

bahwa berdasarkan Keputusan t{enteri Pendktikan Nasional

Nomor 60lU/2002 tentang Pedaman Perdirian Sekolah'
pendirian sekolah merupakan pembentukan sekolah baru
yang didasErkEn atas kebuh.rhEn maryerakat untuk

rnemperoleh pendidikan ;

bahwa dengan menir€katnla perdidllsn masyarakat dapst
membcrilsn kontsibusi lerhadap penlngkatan Indcks
Pembangunan Menusia 0P1*I) Ksbupaten Bandmg;

bahwa berdasarkan pertlmbangnn sebagnimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menehpkan
Pembenhrkan Sekolah Menengah Pertama {SMP} Negeri 2.

Katapang Kabr.rpaten Bandung dengan Kepuhrsan Bupati ;

Undang' - Undang Nomor t4 Tahun 1950 tentanE
Pcmerintahan Dacrah Kabupatcn Dalam Lirqkungan Jawa
Barat (Berita Nqara Tahun 1950);

Undang - Undang Homor 20 Tahun 2m3 tenbng Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nornor
78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1301) i

Undang Urdang Nomor 37 Tahun ffi4 tentang
PEmerintahan Daemh (Lembaran Nqara Tahun W4 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor nA37);

Undang Urdang Nomor 33 Tahun W tentang
Perimbangan Keuangan Antam Pemerinbh Pusat dan
Pemerinbhan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
1?6, Tambahan Lembaran Negara Nomor +138) ;
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Peraturan Pemerinhh ttomor 39 Tahun lggz tsntang peran
s€rta Masyarakat Dalam pendidikan Naaional (Lembaran
Negara Tahun 1gg? t{omor 69, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3485) ;

Peraturan Pemerintah Nomor s Tahun lsg tenbng
Perubahan Atas Penturen pemerintah Nomor g Tahui
19?0 tentang Pendidikan Menengah (Lembaren Negara
Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Nqsra Nomor
3764) i

Peraturan Pemerintah Nomor zF Tahun zOm tonhng
Kewenangan pernerintah dan Kewenangtsn proplnsi Sebagdi
Daerah otonom {Lernbaran Negara Tahun zoob lomor s4,
Tambahan Lembiran l,legara Njmor 3gSZ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 rahun m0 tenhng
Perubahan Atas Peraturan pcmerinbh Nomor 3s rahun
1992 tentang Tenaga KependHiken (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Nomor
3e7a);

Peraturan Pemerintah Homor g4 Tahun 2000 tcntang
Pedoman organisasi pgrangknt Daerah (Lembaran F$ogor;
Tahun 2000 Nomor 155);

Keputusan Menteri Pendidikan l,lasional Nornor 0s3/u/m01
lentang Pedoman ?enyusunan sbndar pelayarnn Minimal
Penyelenggaraan Persekolahan Bidang pmdkiikan Dasar
dan Menengah;

Keputusan Menteri perdidiltan lhsional Nomor a4q/Ufflgz
tentang Deuran Pendidikan dan Komite Sekolah ;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u12002
tentang Pedoman pendirian Sekolah ;

Peraturan Daerah lGbupatcn Bandung Npmor z rahun z00z
tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembarm
Daerah Tahun 2002 Nomor 3.1Seri D) |

Peraturan Daerah Kabupatar tsandung F{onpr g rahun mz
tentang Pembentukan oryanisasi Dinas Daenh Kabupatcnr
Bandung (Lembaran Daerah Tahun 200? Nornor lT
Seri D) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2004
tentang Penyehnggaraan slstem pendldlkan Naslonal Dl
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah rahun ru{ Nomor
a.d Grrl h\
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MEMUTUSKAN :

Menetapkn

PERTAMA

KEDUA

KEfiGA

KEEMPAT

Membentuk Sekol*r Menengah pertama (gf{p} Hryeri Z Katapang
Kabupaten Bandung.

Pelaksanaan, pengawasan dan perqendallan sekolah
sebagaimana dimeksud pada dikfum pEKrAla{ dilalcsanaken oleh
Dinas Pendidilen Kabupaten Bandung dengan bcrpedom"n p.a"
ketentuan peraturan psundangurdangan vrng beilaku.

Hal-hal yar€ belum cukup diatur dalam Kepuursan ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaan dlatur kemudian oleh Kepaia oi*i
Pendidikan dan melaporkan kepda &.rpati.

Keputusan ini mulai berlaku pada tarpgd ditetapkan.

Ditefiapkan disorraang
Pda tanggel ?9 Desember 2005

TEMSUSAN, disampaikan kepada i

Yth. 1. girjtn Pendidikan Dasar dan l"tenengah hpdiknas.2. Dircldur Dikdasmen Depdiknas.
3. Gubemur Jawa Barat
4. Ketua DPRD Kabupaten Bardurq.
5. Para Asisten dan Kepala Bagian pO.

Sekretariat Deerah Kabupaten Bandung.
6. Ff f.pla Dinas, Lembqa dan Satuin KerJa

Di Lingkungnn Pemeritah Kabupaten Bandung.
" 7, Kepala SMPN Z Katapang Kabupaten Eardurg


